
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indolnelsia melrupakan nelgara yang masyarakatnya sangat majelmuk delngan 

polpulasi yang cukup padat dan hidup delngan belragam latar bellakang. Tak hayal, 

hal telrselbut melnjadi bayang-bayang pelrpelcahan dalam kelrukunan umat belragama.1 

Untuk melnjaga hal itu teltap stabil dalam NKRI, maka dipelrlukan pelmelrintahan 

yang bijaksana dan mampu untuk melnjadi relprelselntasi dari masyarakat yang 

heltelrolgeln, baik dari sisi gelolgrafis maupun idelollolgis. Dalam melnjaga kelrukunan 

umat belragama dan latar bellakang budaya yang belrbelda di indolnelsia dipelrlukanya 

anggolta lelgislatif baik itu Delwan Pelrwakilan Rakyat Relpublik Indolnelsia (DPR RI), 

Delwan Pelrwakilan Rakyat Daelrah Prolvinsi, Kabupateln Maupun Kolta (DPRD) 

yang melmiliki Relprelselntatif dari Masyarakat. Salah satu cara untuk melndapatkan 

wakil rakyat dalam pelmelrintahan, baik itu Elkselkutif maupun Lelgislatif yang bisa 

jadi relprelselntatif masyarakat Indolnelsia maka dipelrlukan Pelmilihan Umun. Sellain 

untuk melmilih pelmelrintah yang relprelselntatif, pelmilu juga melnjadi instrumeln untuk 

telrjaganya keldaulatan rakyat selbagai belntuk kelmajuan dan selhatnya delmolkrasi 

pasca relfo lrmasi di Indolnelsia.  

Indonesia sebagai negara hukum, setiap periode pelaksaan tahapan Pemilu 

diatur dalam dasar hukum yang berbeda-beda. Dasar hukum dapat dipahami 

sebagai norma hukum yang menjadi landasan oleh lembaga negara dalam 

pelaksanaan Pemilu. Namun tetap mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara 

 
1 Rumidan Rabi’ah, Lebih Dekat dengan Pemilu Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2009. hlm. 46. 



Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar (staat 

fundamental norm) yang menjadi rujukan hukum sebagai sumber hukum. Sebagai 

hukum dasar pelaksanaan Pemilu dalam konstitusi, Pasal 22E secara umum hanya 

mengatur tentang azas Pemilu, tujuan Pemilu, peserta Pemilu baik untuk Pemilu 

anggota DPR dan DPRD maupun peserta Pemilu untuk pemilihan angota DPD serta 

lembaga penyelenggara Pemilu. Sementara untuk aspek pelaksanaan teknis tentang 

Pemilu diberikan mandat untuk diatur dalam undang-undang secara lebih terperinci 

sebagaimana ditegaskan pada ayat 6.2 

Ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 juga dapat dipahami 

secara tegas bahwa konstitusi memberikan kewenangan kepada pemerintah baik 

Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden untuk membuat undang-undang 

khusus mengatur lebih lanjut tentang pelaksana tahapan Pemilu yang kemudian 

undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi lembaga penyelenggara Pemilu 

yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan 

Umum (Bawaslu) maupun Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) 

dalam setiap pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Sehingga dasar hukum pelaksanaan 

Pemilu menjadi sesuatu yang dinamis yang terus mengalami perubahan dari masa-

masa.3 

Untuk dapat mellaksanakan pelmilihan umum, pelrlu diatur dan diteltapkan 

telrlelbih dahulu melngelnai sistelm pelmilu yang akan dibelrlakukan. Melnurut tulisan 

dari Ibnu Tricahyol bahwa pelmilihan umum melrupakan instrumeln untuk 

 
2 Wildan Zacky E, Elidar Sari, Yusrizal “Kedudukan Hukum Pencalonan Kuota 120% 

Bakal Calon Anggota Legislatif di Aceh” Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 

Vol. 11, No. 2, Okt 2023, Pp. 508-530. hlm. 10-11. 
3 Ibid. hlm. 11. 



melwujudkan keldaulatan rakyat yang belrmaksud melmbelntuk pelmelrintahan yang 

sah selrta sarana aspirasi kelpelntingan masyarakat.4 Sedangkan me lnurut Syamsudin 

Haris, pelmilu adalah salah be lntuk pelndidikan po llitik bagi rakyat, yang be lrsifat 

langsung, telrbuka, massal, yang diharapkan bisa melncelrdaskan pelmahaman po llitik 

dan melningkatkan kelsadaran masyarakat me lngelnai delmolkrasi.5 Indonesia 

menggunakan sistem pemilihan proporsional yaitu suatu sistem pemilihan dimana 

kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik sesuai dengan 

imbangan perolehan suara yang didapat partai politik bersangkutan.6  

Mellaksanakan pelmilu belrulang kali, Indonesia tellah belgitu banyak melmiliki 

pelngalaman te lntang kelpelmiluan. Pelmilihan sistelm pelmilu yang selsuai melrupakan 

salah satu aspe lk pelnting melnjadi pelrhatian saat pelnyellelnggaraan prolsels pelmilu.7 

Sistelm pelmilihan umum adalah selpelrangkat meltoldel yang melngatur warga nelgara 

melmilih para wakilnya. Dalam suatu lelmbaga pelrwakilan rakyat, selpelrti lelmbaga 

lelgislatif atau DPR/DPRD, sistelm pelmilihan ini bisa belrupa selpelrangkat meltolde l 

untuk melmbelrikan hak suara pelmilih kel dalam suatu kursi di lelmbaga lelgislatif atau 

parlelmeln. Namun, keltika pelmilihan itu telrjadi pada selolrang kelpala pelmelrintahan 

selbagai relprelselntasi tunggal selpelrti prelsideln, gubelrnur, bupati dan selmacamnya, 

sistelm pelmilihan itu bisa belrwujud selpelrangkat meltoldel untuk melnelntukan selolrang 

pelmelnang belrdasarkan jumlah suara yang dipelrollelhnya. Sistelm pelmilihan ini pada 

 
4 Ibnu Tricahyo, Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, 

Malang: In Trans Publishing. 2009, hlm. 6. 
5 Syamsuddin, Haris, Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia, 

Tanggerang: Pustaka Utama Graffiti 2007, hlm. 23. 
6 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Depok: Rajawali Pers, 2017, 

hlm. 416. 
7 Muhammad Ibrahim Rantau, “Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis 

Terhadap   Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” Jurnal Penelitian dan 

Karya Ilmiah 19, Vol 2 (2019). hlm. 181. 



dasarnya belrkaitan delngan cara pelmbelrian suara, pelnghitungan suara, dan 

pelmbagian kursi.8 

Pelmilu di Indolnelsia sudah dilaksanakan selbanyak 12 kali, yakni Pelmilu 

pelrtama dilaksanakan pada tahun 1955, seltellah itu pellaksanaannya selcara belrturut-

turut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Seltellah belrakhirnya elra 

Prelsideln Solelhartol, Pelmilu kelmbali dilaksanakan pada tahun 1999, 2004, 2009, 

2014 dan telrakhir pada 2019. Dari tahun 1971 hingga 1999 sistelm pelmilu 

melnggunakan sistelm prolpolrsio lnal telrtutup. Sistelm pelmilu kelmudian melngalami 

pelrubahan seltellah relfolrmasi yakni pada tahun 2004 delngan sistelm prolpolrsiolnal 

selmi telrbuka. Sistelm prolpolrsiolnal telrbuka baru belnar-belnar ditelrapkan pada 

pellaksanaan pelmilu tahun 2009, diawali delngan putusan Mahkamah Kolnstitusi 

Nolmolr: 22-24/PUU-VI/2008.9 

Indonesia saat ini menggunakan pengaturan sistem pemilihan umum 

proporsional terbuka. Sistem pemilu proporsional berbasis suara tertinggi ini 

melemahkan pelembagaan sistem kepartaian, sistem suara terbanyak juga 

menimbulkan rasa induvidualisme saling menyingkirkan kekuasaan dalam internal 

partai politik.10 Dengan diberlakukannya sistem proporsional terbuka maka nilai-

nilai fungsi partai politik. Sebelumnya partai politik memiliki hak penuh dalam 

menyeleksi kader-kader unggul dari hasil perkaderan internal partai untuk 

menduduki posisi-posisi tertentu, akan tetapi dewasa ini partai politik telah 

 
8 Indria Sofiatul Hilmi, DKK, Dalam Pemilihan Legislatif 2019, Artikel Penelitian, 

(Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020), hlm. 1. 
9 Novance Silitonga and Dewan Perwakilan Rakyat, “Potensi Sistem Pemilu” 4, Vol 1 

(2022): hlm. 10. 
10 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, 

Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 97. 



kehilangan identitasnya. Disisi lain pada tahun 2019 siste lm prolpolrsiolnal telrbuka 

melnyelbabkan kelrugian bagi Indo lnelsia, mulai dari anggaran yang belsar dikelluarkan 

pelmelrintah, hilangnya nyawa 527 o lrang pelnyellelnggara pelmilu pada tahun 2019 

hingga praktik politik uang yang terus di berlangsungkan yang membuat 

Masyarakat semakin pragmatis terlebih lagi para elit politik yang tidak mampu 

memberikan pencerahan dan malah secara terus-menerus terlibat dalam kondisi 

demokrasi yang tidak sehat itu.11 Proporsional terbuka memiliki kelemahan lain 

yakni dalam penyelenggarannya dimana elektabilitas partai politik menjadi tujuan 

utama. Akibatnya partai berlomba-lomba mengusung kader yang memiliki Tingkat 

popularitas yang tinggi tanpa memendang Pendidikan politik dan kapasitas. Tentu 

apabila ini diabaikan maka kepincangan dalam sistem pengawasan dalam 

pemerintahan begitu rapuh.  

Sistem demokrasi di Indonesia cenderung bersifat pragmatis, 

permasalahannya adalah banyak calon anggota legislatif yang populer tanpa 

diimbangi dengan kapasitas dapat terpilih tanpa melalui perkaderan atau 

pengalaman yang cukup. Pada sisi ini sangat cenderung terjadinya politik uang 

untuk menarik simpati Masyarakat.12 Sedangkan sistelm prolpolrsiolnal telrtutup yakni 

delngan me lkanismel pelmilih hanya me lmilih partai bukan calo ln lelgislatifnya. Cara 

kelrja siste lm telrselbut adalah pelmilih melmbelrikan suaranya hanya de lngan 

 
11 Abdul Halim, Dampak Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Politik Studi 

Kasus Masyarakat Sumenep Madura dalam Pemilihan Legislatif 2014. Jurnal Humanity, Vol. 9, 

No. 2, April 2015, hlm. 10. 
12 Muhammad don ramdani, dkk, pengaruh penggunaan sistem pemilihan umum dewan 

perwakilan rakyat proporsional daftar terbuka. Jurnal rechts vinding, Vol. 3 No.1, April 2014, hlm. 

108-109. 



melncolblo ls gambar partai, suara partai untuk ke lselmpatan pelrtama akan dibe lrikan 

kelpada calo ln nolmolr urut 1. 

Berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas 

undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik pasal 11 ayat (1) huruf e 

menyebutkan “rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.”13 

Dalam implementasinya banyak partai mencalonkan kader sangat instan tidak 

mengikuti perkaderan dan Pendidikan dalam partai politik terlebih dahulu sehingga 

amanat dalam UU partai politik tidak dijalankan dengan pasal (13) huruf e 

menjelaskan bahwa partai politik berkewajiban melakukan pendidikan politik dan 

menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Sebagai contoh kaesang pangarep baru 3 

hari menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia, langsung diangkat menjadi ketua 

umum. Hal ini menunjukkan popularitas dan keuntungan elektabilitas menjadi 

tujuan utama partai politik sehingga menghilangkan tujuan, fungsi dan kewajiban 

partai politik itu sendiri. Permasalahan ini menjadi salah satu permasalahan serius 

yang dimiliki sistem proporsional terbuka.  

 Samuell Huntingtolng melngatakan bahwa pellaksanaan delmolkrasi pada 

tingkat telrakhir harus dirasakan langsung manfaatnya ollelh rakyat. Hak untuk 

melnikmati delmolkrasi belrada ditangan rakyat selbab nelgara delmolkrasi adalah 

nelgara yang belrlandaskan kelhelndak dan kelmauan rakyat.14 Sistelm pelmilu 

prolpolrsio lnal melmang sudah selsuai delngan karaktelr masyarakat Indolnelsia yang 

 
13 Undang-undang tentang Partai Politik, Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 11. 
14 Samuel Huntington, Democracy’s Third Wave, Journal of Democracy, (Amerika Serikat: 

Schuster (1991): hlm. 12-34. 



majelmuk, baik selcara pollitik, so lsial budaya maupun elkolnolmi. Masalahnya adalah, 

sistelm pelmilu prolpolrsiolnal yang mana yang colcolk dan telpat digunakan, apakah 

sistelm prolpolrsiolnal telrbuka atau sistelm prolpolrsiolnal telrtutup. Ollelh karelna itu, 

seltiap kali dibuka kelselmpatan dilakukan relvisi atau melngubah atau melngganti 

undang-undang pelmilu, pelrsolalan sistelm pelmilu sellalu melnjadi pelrdelbatan dan 

pelrmasalahan. 

 Sistelm pelmilu prolpolrsiolnal telrjadi manakala jumlah kursi di daelrah 

pelmilihan atau belsaran daelrah pelmilihan adalah jamak, 2 atau lelbih. Karelna 

belrkursi jamak, maka partai pollitik pelselrta pelmilu belrhak melngajukan jumlah caloln 

selbelsar jumlah kursi yang telrseldia. Dan disinilah mulai telrjadi ragam sistelm pelmilu 

prolpolrsio lnal. Dalam hal ini ada sistelm prolpolrsiolnal telrbuka dan telrtutup.15 Sistelm 

prolpolrsio lnal dalam pelmilu lelgislatif melmiliki kolnselkuelnsi lolgis dalam 

pelrkelmbangan tatanan delmolkrasi di Indolnelsia. Dalam pellaksanaannya sistelm 

prolpolrsio lnal melmbelrikan dampak yang baik dalam melngatasi pelrpelcahan karelna 

dipelrlukannya kollabolrasi antar partai untuk melmelnuhi Prelsidelntial Thelrshololld 

20% disisi lain juga hal ini dipandang selbagai pelmbatasan hak selselolrang yang ingin 

melnjadi selolrang caloln prelsideln karelna tidak melmiliki kursi yang cukup 

dilelgislatif.16 

  Sistelm prolpolrsiolnal telrtutup lelbih kolmpatibell delngan pelmilu selrelntak. 

Delngan sistelm telrtutup, Masyarakat celndelrung melmilih hanya partai pollitik, maka 

 
15 Mashad Dhurorudin, Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol Abri, Jakarta: PT 

Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998, hlm. 22. 
16 Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi, Yogyakarta: Liberty 

Yogyakarta 2019, hlm. 64. 



akan lelbih mudah bagi pelmilih.17 Tujuan dibelrlakukannya sistelm pelmilu 

prolpolrsio lnal telrbuka adalah untuk melmbangun instrumeln-instrumeln pelmilu 

melnjadi lelbih delmolkratis. Partai pollitik pun diharapkan lelbih delmolkratis delngan 

melnyusun daftar calelg yang disukai rakyat selbagai pelmilih. Tapi, pada 

kelnyataannya yang telrjadi malah selbaliknya. Partai po llitik dikellolla selcara o lligarki 

dan selpihak. Proporsional terbuka sebenarnya membuka ruang nepotisme dan 

korupsi karena calon anggota legislatif membutuhkan sokongan dana yang besar 

untuk dapan menjalankan kampanye, distribusi spanduk, ongkos politik dan juga 

membutuhkan tim sukses. Biasanya tim sukses akan diberikan jabatan-jabatan 

tertentu melalui janji politik apabila dapat membantu memenangkan calon legislatif 

tersebut. Sistem proporsional terbuka merupakan salah satu alasan maraknya 

praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam tatanan pemerintahan. pelnggunaan 

sistelm pelmilu prolpolrsiolnal telrbuka banyak selkali pelrmasalahan yang timbul 

akibatnya. 

 Dalam pelnelrapannya belrdasarkan pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 8 

tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan 

perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menjelaskan bahwa 

“Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 

dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.” Ini juga selaras dengan 

pengaturan pasal 168 Ayat (2) Undang-undang Nolmolr 7 Tahun 2017 Telntang 

Pelmilihan Umum “Pelmilu untuk melmilih anggolta DPR, DPRD prolvinsi, dan 

 
17 Khairul Fahmi, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012, hlm. 69. 



DPRD kabupateln/kolta dilaksanakan delngan sistelm. prolpolrsiolnal telrbuka”18 isi dari 

ayat itu melnjellaskan bahwa sistelm prolpolrsiolnal telrbuka masih yang telrbaik 

telrhadap tatanan delmolkrasi di Indolnelsia. Disisi lain sistelm prolpolrsiolnal telrtutup 

juga melmiliki dampak yang baik telrhadap sistelm po llitik kita karelna partai akan 

mellahirkan kadelr yang melmiliki kapabilitas tidak mellalui polpularitas. Keltua umum 

partai pollitik pada saat ini sangat gelmar melngusung atau melncalolnkan kadelrnya 

karelna kadelrnya telrselbut melmiliki tingkat polpularitas yang tinggi karelna latar 

bellakangnya selbagai artis, sellelbgram dan juga anak dari relkan atau pelnguasa 

pelmelrintahan. Pelrmasalahannya adalah solsolk yang dicalolnkan telrselbut tidak 

melmiliki Pelndidikan pollitik dan tidak dari hasil pelrkadelran partai pollitik 

pelngusung selhingga melnghilangkan fungsiolnalnya Keltika telrpilih nanti. Delngan 

adanya hal selmacam itu sangat jellas bahwa Masyarakat melmiliki wakil diparlelmeln 

bukan karelna kapasitas, kapabilitas dan kreldibilitas teltapi hanya delngan polpularitas 

selmata. Sellain melnguntungkan caloln telrselbut juga melnguntungkan partai pollitik 

pelngusung dan melrugikan Masyarakat pada umumnya. 

Keldua sistelm ini sampai saat ini masih melnjadi pelrdelbatan walaupun baru-

baru ini Mahkamah Kolnstitusi sudah melmutuskan mellalui judicial relviuw yang di 

molholnkan ollelh Riyantol, Nolno l Marijolnol, Ibnu Rchman Jaya, yuwolnol Pintadi, 

Delmas Brian Wicaksolnol dan Fahrurrazi, yang dalam putusannya Nolmolr 114/PUU-

XX/2022 teltap melnggunakan sistelm prolpolrsiolnal telrbuka.19 Setelahnya Komisi 

 
 18 Undang-undang tentang Pemilihan Umum, Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 168. 

19 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Pengujian Materil Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 

Https://Www.Mkri.Id/Index.Php?Page=Web.Putusan&Id=1&Kat=1&Cari=114%2FPUU-

XX%2F2022, Diakses Pada Tanggal 9 November 2023, Pukul 11.00 Wib. 

https://www.mkri.id/Index.Php?Page=Web.Putusan&Id=1&Kat=1&Cari=114%2FPUU-XX%2F2022
https://www.mkri.id/Index.Php?Page=Web.Putusan&Id=1&Kat=1&Cari=114%2FPUU-XX%2F2022


Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 

Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa pemilu 2024 menggunakan sistem 

proporsional terbuka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum. 

 Dari latar bellakang ini pelnulis telrtarik untuk melnelliti telrkait “Tinjauan 

Yuridis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Terhadap pemilihan 

legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum” 

B. Rumusan Masalah 

 Belrdasarkan uraian latar bellakang masalah, maka pelrumusan masalah dalam 

prolpolsal skripsi ini adalah selbagai belrikut: 

1. Bagaimanakah kelwenangan partai pollitik dalam Melnelntukan Caloln 

anggolta Lelgislatif pada Pelmilihan Umum dengan sistem Prolpolrsiolnal 

Telrbuka? 

2. Bagaimanakah pengaturan sistem pemilihan umum proporsional terbuka 

berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum & Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 

2023? 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar pelmbahasan pelrmasalahan dalam pelnellitian ini tidak melngalami 

pelrluasan kolntelks dan supaya pelnellitian yang dilaksanakan lelbih belrfolkus selrta 

melndalam, maka yang melnjadi folkus pada pelnellitian ini melliputi sistelm pelmilihan 



umum prolpolrsiolnal telrbuka dalam pelmilihan lelgislatif yang melrujuk pada pasal 

168 ayat (2) Undang-undang No lmolr 7 Tahun 2017 Telntang Pelmilihan Umum dan 

bagaimana kelwenangan partai pollitik dalam melnelntukan caloln anggolta lelgislatif 

dalam pelmilihan umum prolpolrsiolnal telrbuka. Serta merujuk pada PKPU Nomor 11 

Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.  

D. Tujuan Penelitian 

 Belrdasarkan tolpik pelrmasalahan yang tellah pelnulis rumuskan di atas maka 

tujuan dari pelnulisan ini adalah: 

1. Untuk me lngeltahui kelwenangan partai po llitik dalam me lncalo lnkan 

kadelrnya selbagai anggo lta lelgislatif dalam pelmilihan umum dengan sistem 

prolpolrsiolnal telrbuka. 

2. Untuk mengetahui Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Proporsional 

Terbuka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum & Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 

10 Tahun 2023 

E. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan manfaat 

dalam selgi praktis yang dapat melmbelrikan info lrmasi dan selbagai bahan 

pelrtimbangan ataupun saran yang belrfungsi selbagai masukan kelpada selmua pihak 

yang melmbutuhkan pelngeltahuan telrkait delngan pellaksanaan sistelm pelmilihan 

umum delngan prolpolrsiolnal telrtutup dan telrbuka.  

 

 



1) Manfaat Praktis 

a. Melngeltahui pelngaturan sistelm prolpolrsio lnal telrbuka dan telrtutup: 

melmbelrikan pelmahaman selcara melnyelluruh telrhadap pelngaturan sistelm 

prolpolrsiolnal telrbuka dalam pelmilihan umum lelgislatif. Hal ini dapat 

melningkatkan pelngeltahuan melngelnai pelmilihan umum di Indolnelsia. 

b. Melnghasilkan pelmilih yang sadar telrhadap hak melmilihnya: melnjadikan 

pelmilu selbagai Pelndidikan pollitik kelpada Masyarakat, melnguatkan hak-

hak rakyat yang sudah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. 

Melngeltahui beltapa pelntingnya satu suara untuk melnelntukan Nasib bangsa 

Indolnelsia 5 tahun keldelpan.  

2) Manfaat Teoritis 

a. Melngeltahui nolrma-nolrma dalam pengaturan hukum mengenai 

kewenangan partai politik untuk mengusung kadernya pada pemilihan 

umum dengan sistem proporsional terbuka dan mengetahui secara teoritis 

mengenai peran partai politik dalam perkaderan serta pengaturan sistem 

pemilihan umum proporsional terbuka. 

b. Melmahami selcara utuh bagaimana Pengaturan Sistem Pemilihan Umum 

Proporsional Terbuka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum & Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 

Nomor 10 Tahun 2023 yang digunakan dalam pergelaran pemilihan 

umum. 

F. Penelitian Terdahulu 

 Ada belbelrapa pelnellitian telrdahulu yang digunakan pada pelnellitian telrkait 

Tinjauan yuridis sistelm pelmilihan umum prolpolrsiolnal telrbuka telrhadap pelmilihan 



lelgislatif belrdasarkan Undang-undang Nolmolr 7 Tahun 2017 telntang pelmilihan 

umum. Yaitu; 

1. Pelnellitian ollelh Cristinel S.T kansil & Cristian Samuell ladolel haga: belrasal dari 

univelrsitas tarumanelgara delngan judul analisis sistelm pelmilihan umum 

prolpolrsiolnal telrtutup di indolnelsia. Pelnellitian ini melnganalisis telntang 

bagaimana pellaksanaan pelmilihan umum delngan prolpolrsiolnal telrtutup dan 

melnjellaskan bahwa prolpolrsiolnal telrtutup bukanlah sollusi dari masalah yang 

ditelmukan mellalui sistelm pelmilihan prolpolrsiolnal telrbuka yang sellama ini tellah 

ditelrapkan dalam pellaksanaan pelmilihan umum diindolnelsia.20 Telrdapat 

pelrbeldaan dari pelnellitian yaitu pada sistelm pelmilihan umum prolpolrsiolnal 

telrbuka belrdasarkan pasal 168 ayat (2) Undang-undang Nolmolr 7 Tahun 2017 

Telntang Pelmilihan Umum yang mana penelitian ini berfokus kepada tinjauan 

hukum terhadap proporsional terbuka. 

2. Pelnellitian ollelh Risan Pakaya, Yusril Katili, Firman Latuda: belrasal dari IAIN 

Sultan Amai Golrolntalol delngan judul sistelm pelmilu prolpolrsiolnal telrtutup dalam 

analisis pelmilu 2024. Pelnellitian ini melnganalisis melngelnai pellaksanaan sistelm 

prolpolrsiolnal telrtutup dalam pelmilu 2024 dan untuk melngkaji sistelm 

prolpolrsiolnal telrtutup agar bisa melnjadi sollusi pada pelmilu di 2024 delngan 

melmpelrkeltat aturan sistelm intelrnal partai pollitik dalam relkrutmeln wakil rakyat 

selhingga bisa melnjadi jawaban atas kellelmahan dari sistelm olpelrasiolnal 

telrbuka.21 Telrdapat pelrbeldaan dari pelnellitian telrselbut yaitu prolpolrsiolnal telrbuka 

 
20 Christine S.T. dkk, Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup di 

Indonesia, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023. 
21 Risan Pakaya, Yusril Katili, Firman Latuda., Sistem Pemilu Proporsional Tertutup 

Dalam Analisis Pemilu 2024, Gorontalo: IAIN Aultan Amai Gorontalo, 2022.  



yang mana dalam penelitian diatas mendalami tentang pemberlakuan 

proporsional tertutup dan tahun pelnyellelnggarannya. 

3. Pelnellitian ollelh Afiq Fiqih: belrasal dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

delngn judul urgelnsi sistelm prolpolrsiolnal telrtutup untuk pelncelgahan praktik 

molnely pollitch pada pelmilihan lelgislatif. Pelnellitian ini melnganalisisis telrkait 

urgelnsi sistelm prolpolrsiolnal telrtutup dalam melnghindari pollitik uang dan 

pelnellitian ini melngrucut pada pelntingnya dilakukan pelninjauan Kelmbali di 

mahkamah kolnstitusi untuk Kelmbali melnelrapkannya karelna sistelm ini yang 

paling baik dalam melncelgah pollitik uang dalam pellaksanan pelmilihan umum.22 

Telrdapat pelrbeldaan dari pelnellitian telrselbut yaitu penelitian diatas berfokus 

kepada penekanan angka money politik dalam pemberlakuan proporsional 

tertutup sementara penilitian yang akan diangkat mengenai tinjauan hukum 

terhadap prolpolrsiolnal telrbuka. 

4. Pelnellitian ollelh Melga Putri Rahayu, Lita Tyelsta, Ratna Helrawati: belrasal dari 

Univelrsitas Dipolnelgolrol delngan judul sistelm pro lpolrsiolnal dalam pelmilihan 

umum lelgislatif diindolnelsia. Pelnellitian ini melnganalisis telrkait pelnelrapan sistelm 

prolpolrsiolnal baik telrbuka dan telrtutup. Hasil dari pelnellitian ini melnyelbutkan 

bahwa pelrkelmbangan sistelm pelmilu lelgislatif diindolnelsia tidak banyak telrjadi 

pelrubuhan. Dalam pelnelrapannya selmua melnggunakan prolpolrsiolnal, hanya saja 

pada saat selbellum relfolrmasi pelmilu melnggunakan sistelm prolpolrsiolnal telrtutup 

seldangkan selsudah relfolrmasi melnggunakan sistelm prolpolrsiolnal telrbuka.23 

 
22 Afiq Fiqih., Urgensi Sistem Proporsional Tertutup untuk pencegahan praktik money 

politch pada Pemilihan Legislatif, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020. 
23 Mega Putri Rahayu, Lita Tyesta, Ratna Herawati., Sistem Proporsional dalam Pemilihan 

Umum Legislatif di indonesia, Semarang: Universitas Diponegoro, 2017. 



Telrdapat pelrbeldaan dalam pelnellitian telrselbut yaitu folkusnya yang lelbih luas 

telrbuka dan telrtutup.  

5. Pelnellitian ollelh Dudi Warsudin, Hayatun Hamid: belrasal dari Selkollah Tinggi 

Pasundan Sukabumi delngan judul implikasi pelnelrapan sistelm prolpolrsiolnal 

telrbuka dalam pelmilihan umum telrhadap prolfelsiolnalitas anggolta lelgislatif dan 

kualitas kadelrisasi partai po llitik dihubungkan delngan undang-undang no lmolr 7 

tahun 2017 telntang pelmilihan umum. Pelnilitian ini melnganalisis melngelnai 

elfelktifitas sistelm prolpolrsio lnal telrbuka yang belrselntuhan langsung delngan 

prolfelsiolnalitas kadelrisasi partai pollitik. Pelnellitian ini melnggambarkan sistelm 

prolpolrsiolnal telrbuka dalam pelmilu melnyelbabkan siapa saja dapat melncalolnkan 

diri selrta dapat melnjadi anggolta lelgislatif walaupun pada kelnyataannya yang 

belrsangkutan tidak melmiliki kualitas selrta kualifikasi dalam melnjalankan tugas  

dan fungsi selbagai anggolta lelgislatif.24 Telrdapat pelrbeldaan dari pelnellitian ini 

yaitu folkusnya melnelngelnai prolfelsiolnalitas dan kualitas kadelrisasi partai pollitik 

yang hanya berfokus pada implementasi kinerja kaderisasi partai politik 

sementara penilitian yang akan diangkat menitik beratkan pada tinjauan hukum 

proporsional terbuka. 

6. Penelitian oleh Fatni Erlina: berasal dari Universitas Muhammadiah Purwokerto 

dengan judul dinamika sistem pemilu dan demokratisasi partai politik di 

Indonesia pasca reformasi. Penelitian ini menganalisis mengenai dinamika dan 

perkembangan politik di sistem pemilihan umum setelah reformasi. Dimana 

 
24 Dudi Warsudin, Hayatun Hamid., Implikasi Penerapan Sistem Proporsional Terbuka 

dalam Pemilihan Umum terhadap Profesionalitas Anggota Legislatif dan kualitas kaderisasi Partai 

Politik dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 

Sukabumi: Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi, 2022. 



terjadinya korelasi antara perbedaan sistem Pemilu yang dianut dengan indeks 

demokrasi partai politik, Sistem Pemilu dapat diidentifikasi melalui perubahan 

regulasi pada Undang-Undang Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perbedaan sistem perwakilan mengakibatkan perubahan strategi partai politik 

yang berimplikasi pada demokratisasi di internal partai politik. Indeks demokrasi 

partai politik di Indonesia cenderung menurun setelah diterapkannya sistem 

proporsional terbuka dan diperkuatnya ambang batas parlemen, karena Partai 

politik lebih berorientasi pada perolehan suara dibandingkan kaderisasi. 

Alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan mengabungkan sistem Pemilu 

proporsional dan sistem distrik, sistem parlemen dua kamar (bikamiral) dan 

mengakomodir kelompok golongan yaitu sistem perwakian fungsional.25 

Terdapat perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih mendalami tentang 

ruang demokrasi yang dimiliki partai politik pasca reformasi yang kemudian 

diperlemah oleh sistem pemilihan umum dengan proporsional terbuka. 

Sementara penelitian yang akan di angkat menmitik beratkan pada sistem 

proporsional terbuka juga pada kewenangan partai politik. 

 
25 Fatni Erlina, dinamika sistem pemilu dan demokratisasi partai politik di Indonesia pasca 

reformasi, Jurnal: Kosmik Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto Vol. 

23 No. 2, 2023. 


